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- Penoambilalihan adalah

Penlambilalihan seluruh atau

sebagian besar saham Yang
daPai mengakibatkan
beralihnYa Pengendalian
terhadaP suatu Perseroan'

: CukuP jelas.

: Cukup jelas

: CukuP jelas

: CukuP jelas

: CukuP jelas

: CukuP jelas

: CukuP jelas

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya beberapa Balai Pelatihan kepada
daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah,maka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan
fasilitasnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan
pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan
untuk meningkalkan Pendapatan Asli Daerah maka pemanfaatan
fasilitas, perlu dipungut retribusi sebagai salah satu jenis retribusi
pemakaian kekayaan daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat ('l) Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
'18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
ketentuan Pasal 158 ayat ('l) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa
pelaksanaan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b, dan c tersebut diatas,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

- Tenggara tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatlhan
Pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah
dan Daerah Tingkat lSulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2687):
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATUMN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI
PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :

Undang-undang Nomor 8 T-ahun

Pidana (Lembaran Negara lanun
Lembaran Negara Nomor 3209);

L,il#;:rilft Nomor ra rahun 19e7 tentans Pajak Daerah dan

n"t"u"-"i Daelh (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41'

Tambahan Lembaran ttegara Noinor 3685) seb-a-g^aimana 
. 
telah

oiliJn oJ"y* uno"ng-un-oung Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

r.r"o"ru r"6un 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

1981 tentang Hukum Acara
'1981 Nomor 76' TambahEin

3.

Nomor 4048);
4 fii;s-;;:"g Nomor 'l o rahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-unoangan (Lembaran Negara. Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4Jdv,l'

5 iiil;;s:;;;;;s Notor. 32 rahun 2004 tentans Pemerintahan
" ;;;;h" tr-"toitun Negara Tahun 2004 Nomor 125'.Tambahan

i"tu"r"')i rl.s"r" Nom6r 4437) sebagaim^ana telah diubah^d-engan

;;;;;;:;;il 
-Nomor 8 rahun 2005 tentans Penetapan

F;;;ir; iem"erintan Penssanti Undans-undans l:1ol 3 rahun

!o"ili'i."i""g p;ruoun"n tJio"ng-undans Nomor :,? -r-il'.? 'ooo
tentanq Pemerrntahan oaerin; menjadi Undang-undang

;i;;;:,"" rieg;,; rahun 2005 Nomor 108' rambahan Lembaran

Neqara Nomor 4548);
6 iiffi;;i;;;;s 

-r'ro;or- 33 rahun 2004 tentans Perimbansan
" K;;;;;"" Antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Ii".ffi:;; i'i"g"L r"hr" 2004 Nomor 126' Tambahan Lembaran

Neqara Nomor 4438);
, ;;"i;;;#;;"rint"n ruotot 25 rahun 2000 tentans Kewenansan' p"."iint"n dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

if-"t"Orrr" Negara Tahun 2o0o Nomor 54' Tambahan Lembaran

Neoara Nomor 3952);
I ;;t'"tli;';;t;;intln ruotot 66 rahun 20ol tentans- Rehibusi
- 

oa"tan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119' Tambanan

Lembaran Negara Nomor 4139);

9. F;;;;; Feierintarr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
" k;;;;;; D";;;n (u"muaian Nesara rahun 2005 Nomor 140'

iamoaian Lembaran Negara Nomor 4578);

l0.Feraturan Daerah Tingkat r Frovinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
'"'i"n"" 

rSSg t.ntang P;nyidik Pegawai Negeri Sipil;.

1 I . P;;i; t;;;;;r-J'erovinsi su |iwesi rensgara Nomor. 5^ rahun
'' 

io'oo i""t""s pembentukan organisasi Perl-ngkat Daerah.Provinsi
-s-ui"*J"i-i"""gg"ra 

sebagaima-na telah beberapa kali diubah dan

triatni, Oengin Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor 15 Tahun 2001'

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi Sulawesi

Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara:
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi

Tenggara:
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;

6. Balai Pelatihan adalah Balai Pelatihan pada Unit pelatihan Teknis
Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang bedaku;

8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan oleh orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula dlsediakan oleh sector swasta;
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1 o. w a j i b Ret ri b u si ad a ra h o ri 
:g*:;' 

t;ft 
it"j 

"t"xl?: "t"sn'ff;"HPeraturan Daerah Inl olwaill

retribusi, atas pemanlaatan iasititas gatai Pelatihan pada UPTD

f-inot ro'p"ttrintah Provinsi Sulawesi Tenggara:

1f.il;lHiiJt"'';iaf,h keseturunan bangunan beserta..^sesala
'' p"i""gk"p"""v" vflg 

-d^'-s,'T:fl " ;:H:,,:?:f 
tilJ":*?'n8ilJ:l

sejenisnYa Yang drKuasar I

r 2.I""?gfg"ftr* adalah ruangan beserta segala perlengkapannya

vanq berfungsi sebagal tempat PenYele?ggaraan diklat yang

lid""t;l ;i;h-P".erintlh Provinsi sulawesi renggara;

r 3. ;; ; ; -ai 
a t a h ba ns u n a n,,l? 

lt, 
"t?'i;,': ";LX', 

ff nf;i:tT"JiJ.l
dilenskapi denean temp-al rro;;?;1;[;i ;Lu resiaian rainnya,
sebaqai tempat mengrnap I

ili;iiil;;T ;i"h Pe-merintah Provinsi sulawesi r"nss:l1i^,
,r0.[ti!,ii]i'tl""'ii"ng oixrut aoaian sesata m?Tn' pe9]:lan baik
'''yan! 

Oigunatan secara langsung maupun tidak langsung-oaram

oroses kegiatan orrtar a.', "kegiitan |ainnya, yang dikuasai o|eh

Femerinta6 Provinsi Sulawesi Tenqqara;
.15. Surat seroran netriousi oaeran yi"ng setanlutnya 1:ilslil."tRD

adalah Surat yang digunaxan ote'n w-4iU retribusi. untuk melakukan

pembayaran "tau 
ptnyetoiun ietribusi yang terhutang di kas

Daerahatauketempatp"iil,y"'"nrainy-ngditetapkanoleh

,1u.SllitlL","oan Retribusi Daerah vang selanjutnva -d-isingkat

SKRD, adalah Surat Keputusaiyang men6ntuXan besarnya iumlah

r r sJ":i;:u", frt"tffJ,l?i3;' D ae ra h va ne d i s i n s kat sr RD-' 
^ad€ 

ra h s u rat

untuk melakukan tagihan retribu;i "iuu 
tunksi administrasi berupa

bunga dan atau denda'

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan
pada UPTD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang
memanfaatkan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi atas pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB IV

CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas
gedung/kamar dan atau alat serta waktu pemanfaatan fasilitas.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan slruktur dan besarnya tarif
retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk menutupi biaya
administrasi, pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan,
asuransi dan biaya pelayanan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK' OAN

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Denoan nama Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan' pada

UPTD Lingkup Pemerintah ttoli"ti S'i"*""i Tenggara'. dipungut

retribusi sebagai p"to"r"run"'"t"'' i"il""i"ti*"F""ilit"t 
g'lui

;;fi;" p"o""upfo Lingkup Pemerintah Daerah
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Pasal I

Struktur besarnya tarif retribusi Pemanfaatan Fasilitas Bapelkes

ditetapkan sebagai berikut :

A. GEDUNG :^' i-;;;il;r. Ber AC sebesar Rp 1500o0'- (Ser.atl: lr:T

ouluh ribu rupiah) per4 jam/sekali pakai: atau sebesar Kp
'SOO.OOO.- (Lima ratus ribu rupiah) perharl apaolla

liT'ffilil i??ljLiTuu,l"$0".u,. Rp 500 000'- (Lima ratus

[i:ftt[i]i:l"Un AC sebesar Rp 50 000,-(Lima puruh

ribu rupiah) Perhari;

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas Balai
Latihan Kerja (BLK-UKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prov.Sultra adalah sebagai berikut :

a. Sewa Asrama dan Aula Balai Latihan Masyarakat
BLK-UKN4, dan Asrama Baruga Samaturu :

- Aula perhari
- Kamar lidur pero.anglhari

b. Sewa Aula Dinas Nakertrans perhari/
Kegiatan

c. Sewa fasilitas lainnya sebagai berikut:
- Lapangan Tenis perbulan/Club Rp. 50.000,-
- Sewa Lapangan Bulu Tangkis perbulan/Club Rp. 50.000,-
- Sewa Traktor 4 WD/Ha per satu kali jalan Rp. 75.000,-
- Sewa Hand Traktor/Ha per satu kali jalan Rp. 50.000,-
- Produksi barang/jasa pemanfaatan BLK
dengan tarif :

Rp. 25.000,-
Rp. 2.500,-

Rp. 100.000,-

Rp.400.000,-
Rp.1 .500.000,-
Rp.1.000.000,-
Rp. 50.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 100.000,-
Rp.200.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 30.000,-

Rp. 12.OOO,-

Rp. 12.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 3.500,-

B. ASRAMA :-' 
f .- fi"t"t dengan 3 tempat tidur tanpa .AC ""b:t:l-!t

ti.soo,-(oui belas ribu lima ratus rupiah) perorang^pernan

z. famar OLngan 2 bed tanpa AC sebesar Rp 15'000'-(Lima

belas ribu rupiah) perorang oernarl

3. K;;;; Vte;n{in AC #besar Rp 37 s0o'- (risa puluh

tujuh ribu lima ratus rupiah) perorang pernarl'

C. PERALATAN PENUNJANG DIKLAT :-' i. rcoli'jioi"skope' sebesar Rp '100 000'- (Seratus rrbu

ruPiah) P€r-4 jam/sekali Pakai'
z llot.rj,""o.tar Rp 15o'oo0'- (Seratus lima puluh ribu

ruPiah) Perhan.
g. dfiF i [rvtt 

"ebesar 
Rp'50 000'- (Lima puluh ribu rupiah)

2.

3.

5.

> Kejuruan Otomotif :

- Service ringan/perbaikan ringan
- Overhole/turun mesin mobil diesel
- Overhole/turun mesin mobil bensin
- Kalibrasi Injection Pump perlobang

;; Kejuruan Tekmek per kegiatan/hari

> Kejuruan Bangunan per kegiatan/hari
- Kusen model biasa pedobang
- Kusen model spanyol perlobang
- Daun pintu perbuah
- Daun jendela perlobang
- Daun jendela panel biasa perbuah
- Mengetam kayu klas | (empat sisi)

Perbatang
- Mengetam kayu klas | (empat sisi)

Perbatang
- Mengetam kayu klas ll (empat sisi)

Perbatang
- i/embuat lambersering pedembar

Ukwan 1 ,2 x 6,5 x 400 cm

perhari.
Sound System/Wireless
lima ribu ruPiah) Perhari'
Kursi belajar sebesar
rupiah) Perbuah Perhari'

sebesar RP.25.000,- (Dua Puluh

(Dua ribu lima ratus

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemanfaatan
I"tin"n iop"r""i - Usaha Kecil Menengah dan

Modal Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali pakai

untuk Pesta Perkawinan Perharl
b. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali Pakai

untuk RaPaVPertemuan Pernarr

c. Penggunaan Kamar/Penginapan UPTD

BalatkoP/Orang/Malam

fasilitas Balai
Penanaman

Rp.30Cl.Ouu,-

Rp. 150.000'-

Rp. 6.500'-

OJ



- Membuat lambersering Perlembar
Ukuran 1,2 x 1O x 400 cm

- Membuat Pion bubut 4 x4 x75 cm/btg

- MemOuat Pion bubut 5 x 5 x 75 cm/btg

- Membuat Pion bubut 6 x 6 x 75 cm/btg

- Membuat Pion bubut 7 x7 x 75 cm/btg

- Membuat Pion bubut 10 x 10 x

75 cm/btg

- Jasa pelatihan BLK Swadana masyarakat

Umum dengan tarif :

- Mobil Dieseldan Bensin Perorang/jam

- SePeda Motor Perorang/jam

F Kejuruan Tata Niaga perorang/jam

P Kejuruan Menjahit Perorang/jam

a. Sewa Aula BPKB, Perhari

b. Kamar Gedung BPKB perorang/hari

c. Sewa Fasilitas lainnya sebagai berikut :

- Aula Dinas P dan K sekali pakai/perhari

- Aula Museum sekali pakai/perhari

- Aula Taman Budaya sekali pakai/pernarl

- Aula KNPI sekali Pakai/Perhari

(5) Struktur dan besarnya tarit' pemanfaatan fasilitas Aula dan
Asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah sebagai berikut :

Rp. 5'000',-
Rp. 5.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 7.000,-
Rp. 8.000,-

Rp. 10.000,-

a. Sewa Asrama untuk kegiatan Pelatihan
yang menginap/menggunakan fasilitas
perorang/hari

b. Tarif untuk kegiatan Pelatihan/Seminar/
Rapat yang menggunakan ruang kelas
dan Aula tanpa menginap :

1. Sewa Ruang Kelas Perhari

2. Sewa Aula Perhari

BAB VI
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Rp. 20.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 150.000,-

P Kejuruan Pertanian perorang/jam Rp. 1.000'-

Pasal 10

Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
berkewenangan melakukan pemungutan retribusi yang selanjutnya
personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KEWAJ IBAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Pasal 1 1

Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasilitas Balai
Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara, wajib membayar retribusi sesuai jenis fasilitas yang
dimanfaatkan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disetor ke Kas Daerah.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 1.750'-
Rp. 1.500'-

2.200,-

1 .100,-

1.500,-

1.500,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

200.000,-

10.000,-

Rp. 400.000'-
Rp. 200.000'-
Rp. 200.000'-
Rp. 200.000'-

(4) Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas Balai

Pensembansan r"gii;n .{"'"i?t--g'L"t Pendidikan dan

k;ilt"";Prov. Su'itra adalah sebagai berikut :

Rp

Rp.
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BAB IX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

Gubernur dapat memberikan keringanan atau

retribusi.

pembebasan

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
.jumlah retribusi terutang

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ('i ) adalah
pelanggaran.

BAB XIII
PENYIOIKAN

Pasal 18

Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 ) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau sural;
e. Memanggil orang untuk -didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. Mengadakan pengbentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, lersangka atau keluarganya;

h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(1)

(2) kerinqanan dan pembebasan-retribusi
uvui trl ditetapkan dengan PeraturanTata cara Pemberlan

sebagaimana dimaksud
Gubernur.

BAB X
SANKSI AOMINISTRASI

Pasal 14

Da|amha|WajibRetribusitidakmembayar-tepat.padaw-aktunyaatau
;#;; ;"#"var, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua perseraru"; ;il bulan dari besamya rekibusi

terutang yang tidak atau 
-iurang 

bayar .-dan ^ditagih 
dengan

;;;;;""'k;;"s"rat Tagihan Retribusi Daerah (srRD)'

BAB XI

rarA CARA PENGGUNAAN PENoAPATAN DAFlllt.
;i,'6 #ilr'";i-n-o rii nernt e u sr P E M AN F AAr AN
'^"- -- '-r-lsrLlrAs 

BALAI PELATIHAN

Pasal 15

Seluruh Pendapatan P?1th y'ng bersumber 
-dari ^ 

retribusl

oemanfaatan Fasilitas Halat ttt"tinln d'ikelola dalam system Anggaran

FLni"oat"n dan Belanja Daerah'

Pasal 16

Hasil Pemungutan retribusl yang diatur didalam Peraturan- Daerah Inl

disetor ke Kas Daerah, d"" t#";i;;;;;;maan dari retrib-usi dapat

diounakan untuk memDtaya,- r"ji"t"n dalam rangka peningkatan

pef ayanan terhadap niasyarakat'

(1)

(2)

oo



-l)

(3) Tata cara penyidikan hubungan Penyidik Pegawai,N-eg^efl Sipil

dan Penyidik Kepollsran iult p"n'ntut Umum dilaksanakEin

iJru"i J.ing"n keientuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

H at - ha | | a i n v?ns b" r uI 13:T i1lil T"',jil " illi,? "i i,?lr :l Ti|'Ti,?::
mengenai Pelaksanaan axan

Gubemur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangKan-

Aqar setiap orang mengetahuinYa' memerintahkan pengundangan

Piraturan Daerah ini o"ng",i 
'',iun..patkannya da|am Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di : Kendari

Fuo, ["ngg"r : 2 oktober 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA'
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TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILTTAS BALAI PELATIHAN PADA UPTD
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan dana yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pengelolaan Retribusi Daerah sebagaj
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan secara optimal
untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensi
untuk dikelola adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber
(retribusj pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UpTD Lingkup pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan berpedoman pada
Undang-undang Nomor'18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentano Retribusi Daerah
dipandang pedu menetapkan Retribusi Pemanfaatan FasititJs Balai pelatihan
pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan
Daerah.
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